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Pengantar Editor

Tidak pemnal diprediks sebelumnya jika 1ahon 2020 ini akan dike
natreg dunia sebagai salah sang twhun paling gelap dalam sejarafy kehidup-
an manusia. Krisis multidimensi mengrhantam dunin Mietgea ke Indomesia
vang dizchablan keisis dj bidang kesehatan setelah WHO menyatakan
bahwa dunia telah dilanda pardemi virns Corena varian harg vang kemuy
iian diberd nama sebagai Coromavirus Disense 2019 atan Covid-1% sejak 20
dibuani 2020. Hanya dalam wakn singhal, Covld-19 kemudian T
biar ke heberapa negara Asia, seperti Kores, Singapura, Jepang, Panlay-
sia, Honghony, dan Taiwan, Selain di China, muncul breberapa episentrum
baru tempat di mema Cowvid- 1w kemudian menvebar secara cepal, dalam
skale yang luas dan menimbullkan banyak korban jiwa, Di Asia episen-
trum baru terscbur adalah Iran. Dari Asja virus ini tiduk hisa dibendung

Tuga merambah Benua Australia dan Ervpa. I Erapa, Italia dan Spanyal

merupakan episenimm penyebarannya. Berswal dari doa negar lersehut,
Covid-19 melanda hampir seluruh negara Eropa. Tidak lama setelal itu
wabah ini menyeberang Samudern Atlantik menuju Benua Amerika, Ame-
rika Serikat kemudian mergadi ¢pisentrum harg penvebaran dengan jum-
Lzt penderita mencapal puluhan ribu dun merenggul ribiian korban jiwe,

Krisis kesehatan sebagaimana teryrai Eemudinn melis menjadi krisis
tata kelola di berbagat negara dalam merespons pandemi. Dalam kacama-
ta Asia Tenggara saja, respons techadap pena nggulanygan Covid-19 cukup
bervariasi, Hal yang menaerik, terdapar perbedaan besar dalam Jumlah fa-
sug yang dikonfirmasi, bahkan apahila kasus tersely: dihitung per kapita,
Selain itu terdapat perbedaan besar dalam hal tngkar kematian Catalicy
ratel, dari jauh di bawah 1 persen di Singapura dan Bruned Darvsallam,
Bimgea lebih dari @ persen dj Indenesia. Sejumlal pemerintahan sangat
proaktif, sexera menjalankan pengiijian dalam skala besar, melakukan p-
facakan kontak, dan memberlakiukan karanting letar dengan kompensasi
biaya jangka pendek dari krisis ehonomi vang dialami (rest, frace, rreae), [
SHAL yang hersamaam beberapa pemeriniahan di beberaps negara di awal
Peetanganan, menviangkal Covid- 1% pelaly mauk ke negaranva dan mere-
mithikon Krisis Kareno takol ok tmpak negadt vkonomi. Lehih lauriju,



ppprrii gl poasokbn mpkanan dan kesehatan masyacakar, memberikan
sthimulis kesciohieroon  dan mengurong perlambaton chonomi mampu

imemennngkon kepereayoan dan kepatuhan publik. Ini membutuhkan ke-
pemimpinan untuk mengoptimalisasi koordinasi lembaga negara terkain,”

selain aspek ekonomi sebagaimang tervrai Ji atas, maka oxpel hu-
Fvy jugst memainkan peranan strategis dialam menjawantah berbagai ke-
fjakan o dimalksudian unluk merespons penanggulangan Covid-19 me-
lalu: instrumen hukom. Hukum menjadi steategis dikavenakan menjadi
instrumen utama dalam merespons berbagel Erisiz yang ada dengan etap
herpegang tegul resbadap prinsip supremas bukoam. Tidak semuoa nega-
e memilik Besiapan imstrumen bukum vang cukup uniuk melaksanakan
berbagai strategi penanggulangan pandemi ini di setiap negaranya. Oleh
karena peran hukwm yoang demikizn Lrosial, berbagan tlmwwan bokom
padda vmsimrya masul ke dalam becbagai diskursus terkait dengan bidong
ilmunys masing-masing untuk melakukan risct dan memberikan kentribu-
sigragasan terhadep solusi krisiz instrumen hukum dalam kondisi pandemi
vang berkepanjangan, Apabila ditelisik lebih jauh, dampak atas pandemi
akan mendorong perubaban hubkum yang maosil Jdalam merekavesa sosi-
al untuk mempercepat penanggulangan krisis keschatan yang saar ini oi-
alami umat manusia.

Dalam konteks yang demikian itu, penyusunan buku inl sejatinya
memang dimaksudkon sebagal puldikast gagasan dalam kontribusi gagas-
ant perumusan hukum dan bagaimena perkembangan hukum khosusnya
produk hukum dalam menyesuaikan herbagai macam akibar vang dirim-
Bulkan sehingga akan tecadi penvesunian dengan kebutehon masyarakal.
CHeh karena it Besar horapaon buko im mampu membawa manfaat bagt
prrumisin respons dart berbagai dampak yang ditimbulkan dari pandemi
Covid-19. Selamat membaca!

Jakarta, medio Seprember 2020

Editor
: Ahmad Bedi & [bou Sina Chandranegara
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Pengantar Asosiasi Pimpinan

Perguruan Tinggi Hulcum Indonesia
(APPTHI)

Pimdemi Covid-19 perlahan mengubah tatman dunia, Polusi Elobal
merurun, work from home [WEH) reerehak, pembelajaran via online, prin-
ritas terhadap higienilas, pembatasan perjslanan antardaceah dan negirn,
penubupan rumak iladah, hahkan penggunaan teknologi untuk pengaiwas-
an, Selanjutnys, apa vang terjadi di masa depan? Apakah manusia bisa
memprediksi dan memproyeksikan masa depan. ztau bahkan “mungkin®
mengendalilan dunia? Begitu banyak pertanvaan mengzelicik terkair de
ngan pandemi virns corong vang merebak sejak alchir Desember 2009 ini
i Wuhan, Cina, Termasuk polemik apakah wabah penvakit ini diciptakan
atau memang alamizh teradi? Sermua ini masih menimbulkan [.Elr.lIJit ta-
nya, entali akan terjawah atan menjadi mister.

Terbitung 29 September 2020 ini, kesus Covid-19 di zeluruh dunia
mencapai 33.581.042 kases dengan jumlah kematian LHG.985 jiwa.
Adapun total vang sembuh 24.899, 699 oring, membuat kita optimizs bah-
wa dunia mampu menghadapi pandemi ini, Berkenazn dengan wabah pe
nyakit, sesungguhnya feromena ini sudah ada sejuk masa lalu. Salah saty
pandemi vang mengguncang dunia falah Black Death araw Tragedi Maut
Hitam padas 1330 M. Dilaporkan lerdapat 75-200 juti arang meninggal
i wilayah Asia Timur dan Temgah. Fropa, Afrika Utara, hl"nggil pa:'isir
Samuilera Atlantik. Begitu pun pandemi dalam duniz Tslam. {bn Hajar al-
Asqalani (773-852 H) pernah menulis buku perihal wabali tha’un dalam
kiryanya Boadzlul Ma'un fi Fadhiii Tha'un. Selidaknva disebutkan bahwa
wabih sudah ada sejok masa Rasulullah dan Khalifuh Umar, Scjumlal
scholars merespons fenomena pandemi di cra kontemporer ini. Salah -
tunya kosmaolog Ingeris, Sir Martiin Rees, yang mengungkapkan adanya
pesimisme dan optimisme terkait pandemi. Rees pesimis karena kejadi-
An semacam int bisa terulang vang mana “aktor Jahat” bisa merckayasa
pandem| bora vang lebibe sanns dan menular Lehil jouh dalam bsrvanva
SOTE e the Futire, Wees e kanknn ekonomi okl Hlkam I'II|||'...J=': i]i



Sphud. Fakart, jabaran akademik Lekoor Kepala, Dekan Fakueleas Hulkum
Universitis Sahid Jakasta, Sast ini sedang melanjutkan pendidizan Pro
pram Doktor Hmu Hukum pada Program Dekior Qmu Hukem Umivessiias
::.'r|-::|1-:ri Izkarts, Aktif di dalam organisasi profesl dan mendudulki jalstan
Fetus Biding Oreanisasi APFTHL Wakil Sekrcetaris APPSIHL dan Selkreta-

ris Biclang Creganisazi i APHI

Dr. Ronny Winarno, S.0., M Hum. Bekior Universitas Merdeka Pasiry
Am; E-=c:r_-5;u}u;-; APTISI Wilavah V11 Jawa Timur, Komisarial 1Y 1|'"|'.E.Iil::r'i.|.|'| Wik
lang-Pasuruan, Pengurus AP HTN-EHAN Jiwa Timur bidang kerjs .Ei\lii.il:
Wakil Ketun Majelis Pengawas Motaris Kabupaten/Kota Pasurman, peneliti
Tim BEBH Fakulties Tukum Universicns Merdeka Pasumoam,

Dr. Chomariyah, 5.H., M.H. Dosen di Fakultas Hukum Universitas ilq'lnr'.:-‘:
Tuah Sursbave seiak 1996, Menerima Beasiswa Sandwich Programmes i
Wollongong Austratia pacle 2004, Dekan di Fakultas |:.1IIkL'-lT'. Lln:iw:r:ijl.a:-.
Hang Tuab Surabaya periode 2017-2021. Bidang keablian hukvm laut in-
ternasional. Karya-karya mlis yang telah diterbitkan, di antaranya: Hedeoser
Pengelolaan Komservasi fkan (Setara Intrans Publishing, Malang, 20144
“feformasi Kirokarsi Perizinan Ekplorasi Senda Berharga Asal Muatan
Kapal Tenggelam dalam Rangka Mewujudkon Good Governance”™, dalam
Administrative Reform Pok De Karwo, Birokrasi itn Melayani. lI-‘|‘\\'||.*'.il:a"-."lc1
dia, Jakarts, 2015} Narasumber ahli di Kementerian Perhubungan Dirjen
Pl.*rlluhung:a.n Laut unmuk Penyusunan Maskah Akademik Ratifikasi MO
Hong Kong Corvertion, di Tahun 2020,

I, Sudivana, 5.H.. M_Hum. Dosen Fakuoltas Hukum Universiras .?-'In-'l-
badra Yogyakarta sejak 1991, dan sejak mahasiswa aktil dalom kegiatan
advokasi pada lembaga bantuan hukom di Yogyakarta, Lubus Magister Hu-
maniora Program Pascasarjana Fakultas Hukom Universitas Gajah Mada
pacda 1957, i samping aktif mengajar, juga menjadi kensultan hukum
-r_lFm advokal di Yogyakana: Pada tahun 2013 melanjutkan studi pada Pro-
gram Doktor lmu Hukum Universitas Sehelas Maret Surakarta, dan lulus
pada 2017, Sejak 2107 mendapat amanah sebagai Dekan Fakultas Hukum
Universitas fanabadra.

Luisa Srihandayani, S.H. Mahasiswa Program Pascosarjana Magister Ke

notactatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Sarjeona Hukum o

kuleas Hukum Universitas Tarumanagar,

[

Kexia Goutama, 5.H, Legal inrern Leks B Co Lawvers, Hrriana linkam
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagarn,

Muhamanad Mashurd, 5.H., M.H, Dosen petap Fakulvas Hukuwm Universi-
tas Merdeka Pasuruan dan PIL Ketua Lembaga Penelidan dan Pengahdian
Masyarakar Universitas Merdeka Pasuruan. Saat ini sedang menempuh 5-3
FDIH Universitas Airlangra Surabaya (proses ujisn rertutup di semestor 8
MEPD. Pada tahon 2020 menulis artikel ilmiah di antaranva “Legal Pro
tection of Citizens: The Aleoholic Bevernpes in Licensing, Taxation, and
Supervision in Indonesia”; “Pengaturan Hukum Peagembalian Kerigian
Megara Atas Terdakwa Tindak Pidana Ketupst yang Meninggal Dunia®;
dan “Rancanzan Maodel Peningkatan Transparansi dan Akentabilitas Pe-
ngelolaan Dana Desa di Indonesia™,

Tuti, 5.E. Mahaslswa Fakultas Hukum Universitas Merdoka Fasurvan dan

statt ini menjadi paralegal pada Biro Konsulessi dan Bantuas Hukum Linui-
versitas Merdeka Pasurean.

Dr. Drs. H. Ahmad Dardiri Hasvim, 5.H., M.H., lahir di Tuban, 26 Ma-
ret 1960 adalah dosen Universitas [slam Batik (UNIRA} Surakarta dengan
pangkat terakhir lekior kepala, Jabatan vans pernal dipegang di antara-
fya: sekretaris fakultas hukum, pembantu rekror 1, pembaniu rekrar 111,
dan dekan fakuleas hukum. Sekolah Dasar diselesaikan di Tuban, sedang-
Kan sekolah menengab diselesailian di Tombang. 51 disclesaikan di FKIP
UNS don Fakultas Hukum UNISMA Malang. Magister Hubum STIH Jakar-
I, dan 5-3 diselesaikan di UNTAG Surabavs, Saal ini mengajar dan telah
menghasilkan buku Hukum Lingkungan: Hukum Perikaran dan Perfodifian;
Huktom Arbitrase; Contract Drafting; den Hok Asasi Manusia dan Haomescha-
ling. Aktif sebagai peneliti dan orzanisast profesi, dan telah mempublika-
shan karya ilmiah, baik di tingkat nasional mapun internasional. Bebery-
P publikasi internasional, yaine “Identification of Lex Specialis Derogot
Lex Generalls Principles” 1o Law Number 17 of 2013, Low Mo. 7 of 2014,
baw Mo, 28 of 2014, and Law No. 1 of 2016 of the Civil Code: ADRI In-
Winatlonal Multidicsiplinary Conference and Call for Paper 4% 2017 dan
alamic Management and Indonesian Civil Cade®, [nsizhts from FWD In-
stirnee Molicy Protecion: Yol, FaNo. 24| Feh 2018, DO [0, 215064,
Pt SOTH 29, Publikasi st seminne nosional di anlaranys “Ohverview
il Ilamic Low on Leasing” Tnplementation in the Indonesisn Civil Crde".
ARSI VYol 5041 (20061 hal, 164 LRI, ISSN (E54-A7 20 “Prorsepsi
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Pengembangan Pendidilan HIIIH.II!‘I
Berbasis E-judge dalam Pengambilan
Putusan Hakim di Peradilan

= MUHAMMAD MASHURI & TUTI

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 vang dinlomi oleh semua negirn {.” d“m.“ siint AE
termasuk juga di Negara Kesatuan Republik Tnd.u:nusra, tl_'lJﬂl'n.EFl"'.'l’I"th:
telah membawa dampak perubshan dalam kehidupan kita, Tecail o
rupsi dalam banyak bidang seperti pendidikan mmtlpl.llﬂ ]111klll11..tlll Y
terjadi perubaban dalam cara belajar dan cara berpikir du.]zun |.:-III-'-"-III\! |
Hil tesebut menggugah kembali kesadaran kita uk_.".n 'ﬂ?ldlr.n}fi: el
digital yang menjadi cirl digitalisasi dalam Revolusi Industri 4.0, .

Bevalust Industri A0 menimbulkan respons berupa rf*l'lnmt.'l'l-l i1
dikan 4.0 vang pada hakikatmya menciptakan kerjia sama antas manidg
dengan mesin agar dapat mempercleh solusi dalam ml:n.u:l:ithkclll ik .
lafi-masalah yang dihadapi saat ing, menemukan kemungkinan r_tl.‘rl:ﬂ'-'ll e
chadzim ban:.-'a-l-'. bidang yang bermanfaat untuk melakukan perbaiknon il

kehidupan manusia,’

Proses belajar mengajar yang sebelumnya bisa dilakukan secara ol
mal dalam metede tatep muka di dalam kelas kini 5 lTl'llmT_‘r':i t'f""t_': |“.I!'|I|'u
mengadi proses belajar e-leaming. Sebagaimana Lipshice {,;.’.[fl I3 |.1|.I|::.I||r Hi
kunya E-Legrning: 21 Centiry lasnes and Chollenges I'I]L'I]_:Il.!]Elhll.-III.. i IIH
e-iearning mdalab “A penernd wen sed o refer i .:nn.1l|1ur|.:'.r.-|:.lr.|'|r.rm:|'r!' R |
b bs vsed dnrerchangeably in so mcny condexts il B s eriical o be clear wihsl

1 v by di
Pasal 359 KUHE horhonys “Darongsiapa kinenk bedlpasinga imengobabaen malings fin
ahal 35

1 VA Eme C i R Sail L
ainelisigipi poiland phedivjaiia fabing i lmis Falioin 51an kil aness o i i Gl

e hiciins wien one speaks of ‘e-leaming’, ™2
- Kurikulum Pendidikan 4.0 dalam  proses pembelajarannya jugs
dah harus memasukkan unsur-gnser seperti internet of things, weknolo
Wtormaz, big duta, sevta mresshin maupun ehtrepreteteshin. Hal ini ber-
an agar pembelajaran vang diberikan dapar menghasilkan Julusan
fing mempunyai Keterampilan unuk mengaplikasikan aspek literasi data,
pek literasi teknologi, dan aspek literasi manusia,
~ Untuk ity pembeljaran dalam Pendidikan 4.0 membutuhkan kmmpe-
Brisi atau kemampian untuk membaca, menganalisis, serta menggunakan
:nrma.-:i superti big date, Kemampuaan vamng dikenal sebagai literns
rsebur menjadi salah satu bagian penting dalam unsur pembaruzn Vinw
5 dimiliki uleh masyarakat, industr, maupun pemangio kebijikan.®
Sebagaimana vang kit ketahui bersarma, sumber hukum di Indone.
i salah satunya adalah vurisprdensi, Dalpm mwencapai suati keadilan
kepastian lukum, Bakim mempunyatl kewenangon tersendivi dalam
wntil diskresi atas kevakinan hakim dalam menetapkan dan memutus
i perkara yang sedang disidangkan. Dalam membuat JrudLsam,
Inkim farus mempunyai acuan kerangha berpikir vang sistema sk,
nakan dokien maupun teeri hukum vang dipak
ehingea dalim penyusunan putusan tersebul diharapkan TP Fre i
ilkan tujuan hukum vakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum,®
Sebelum mengamhil swaty putusan, majelis hakim i

dara

Majelis
meng-
Al schagal pegangan.

dalam putasan-
o pasti akan membuat suaty pertimbangan hukum vang merialan
Hir majelss hakim dalam mengambil pulusan selelah

memperhatikan
kin persidangin,

Pertimbangan hukum vang bizsa digunzkan majelis
Kim berisi anaisis, argumentasi, perdupat atau kesimpulan hokuem dard
imber hulum yang ada di Indanesia, Sehagaimana

diatur pads Pasal
4 ayat (2) HIR dan Pasal 50 ayat (11 Undang-Undang Nomer 48 Tahun
Y tentan

g Rehvaszan Kehakiman, Untuk it dalam pengambilan pi-

N pengadilan hekim harus mengikut aturan vang sudeh diater dalam
rituran perundang-undangan tersebur

Selain Jwa, hakim dalam mengambil suate putusan, biasanya akan

0" Peliiinr Lase, “Pevebdiban di Fra REvela Incusard 07, famad Selurmann, Vol L Mo, Desamant L
1
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metakitkan Hga tabap antuk mendapatkan suatn putusan vang baik dan
Frerir, atlapun tiga tahap tersebut adalah: (1) tahap konstantie (20 fabog
kualifisic: dan {3) tahap konstituir. Jika wtshap konstatie, kualifisic, dan
konstituir diterapkan Hakim untuk membuat puiesan dengan dijadilon
dasar dalam menilal pecambangan bukum untuk mengambil seetu potus
in, dapat dipostikan akan memberikan hasil putusan vang baik. Yain s
lu putusan veng dapat memberikan rasa keadilan, raza kepastian bokom
sered rash manfeat hagi semus pibak vang beperkara

Permasalahan

Salah satu permasalahan dalam dunia hukom vame masite oenjoad)
sororan dalam masvarakar adalab Reputusan hakim vane diamgeap mi
sih helum memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang beperkara )
peradilin. Hal ini bisa terjadi karena faktor kurangnyva wawasan penge
tahan hukum sebagai akibat adanva perubahan sumber Tinkwm, contal
nya seperti penambahan peeaturan holom biare-lara ind akibar pandemd
Covid- 19, Faktor bertkutova adalah pemiliban tafsir pengetshwan Bk
mana yang perlu dipakai hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Agar proses penegakan hukom dapar menghasilkan keputuson vang
adil berdasarkan sumber pengetahuan hukum vang tepal, peran hakin
sebagai insan bukwn pelaksang untuk mengambil keputasan, haros dise
pl dengan kemampuan dan kecakapan untuk melakukan analisis pecho
hukum dengan benar. Dengan demikian hakim tersebut telab memcinb
tugas pokok dan fungsi badan peradilan, vang disebutkan untuk maelik
sanakan fongsi kekuasaan kehokiman yvang efelkuf, vakni untok memiigs
semghetds maupun untuk menyelesaikan masalah hubum dengan 1fum
mencgiakkan hukum den keadilan yang berdasarkan pada Pancasila dan
LUy 1945, berdasarkan pada keagungan, keluburan, secta kemulisan i
aritusi kehaldman,”

Untuk hal ini kompelensi keilmuan bagi seorang hakim agar dojl
*menjadi insan hukum vang cakap dalam proses pengambilan lepatain
{decision making process) untuk penyelesalan perkara hubum. Selinggn

dalam menecapkan pola pengambilaon putusan juga haros dikaitkan e

ngan penguasaan dan pemanfeaton eknolog digital uniuk mensmlbal ke
mampuan dan kecakapan mereka. Siap aran fdak slap dengan datangnys
perubhahan kemajuan ini, semuwn pihok haros dapar Beeadaprasi dengal

Arfvmarl AL Pargaalk Vargwnp ddiibogurii jLsgoil Thegewl diiin Teor Pemdilnng Pl i Frimaiii ol 1 w8 B
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teknolug seperti Angficial Inteiligence dan penggunian Big Do, dengan
Wita lain hakim hukum Raros mampu menjadi agent of clhamee, arent of
development dan agent of medemization dalam bidang hukum,

Mengacu pada araian di atas, permasalahan vang ingee dibahas dalum
_Iisan ini-adalah bagaimana cara mewujudkan konsep sistem peadukung
talim proses pengambilan keputusan, untuk membantu membuat ke
msan pevadilan yang adil dan mempunyai kepastian huliom denzan me.
mantastkan kemajuan reknelogs di bidang hukum.

E-Judge sebagai Sistem Pendukung dalam Proses
Pengambilan Keputusan
Sistem pendukung keputsan dalam Wikipedia pengertionnya meru-
pikan sistem mansjemen berhasis pengetahian yang merpakan bagian
dnri compier-hased information system vang digunakan dalam mendukung
Proses pengambilan Kepulusan susn) arganisasi.” Pengambitan Eepulosan
Hhilam fal ini adalah untuk mescapai susty wjuse, dan menurut teor
¢ tujuan hukum adalah Keadilan® Oleh karenanyva segals usaba Vang
berkaitan dengan pelaksanaan hubum harws mengarah pada sistem hu-
im yang dimaknai paling cocok dan paling sesuai dengan prinsip-prinsip
Hd“il]‘l. )

Sistem hukum mempunyai tiga ensue vaite strukror, substansi, dan
i hukum, Struktur hukum merupakan pola bagaimani hukum dija-
nnkan menurut ketentuan formalnva cleh instimsi hukam ML apa-
it penegak hukum, Adapun substansi meropakan norma, aturan mau-
,!JII pola perilaku nyata dari manusia yang bernda dalam sistem. Adapun
ltur/budaya hukum merupakan pikiran sosial maupun kekuatan sesial
fng menentukan bagaimana hukum it diteraplan, digunsken, dihindari
lupun disalahgunakan, ™
- Dalam kaitannya dengan sistem hukum di Indonesia, era pembaruan

g sudah disikapt Mahkamah Agung  Republik  Indonesia dengan
Mlirnya “Cetak Bire Pembaruan Persdilan 2010-2035. " Discbutkan dalam
ik Biru tersebur balnea keberadaan Baden Lithiteg Diklar Hukwm dan
ruclilan vang mendukung fungsi MA untuk mengadili, dilakukan dengan
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membuar Risel penelitian berserta analisi= vang moengadi dosar dalan
peimhuatan perusan, [iam hal ini bersumber pada data serta informasd
wamng Lerlait demgan sulstanst peckars vang sedang ditangani. Sumber o
ngetabuean vanyg dimaksud berist segala peratucan-pecaturan yang berlahy
saal ini, putusan peradilan vang berkekuntan hukum tetap serta el
dilklasifikasikan, maupon sumber-sumber literater pendukung. !

Lebib Lnsput mengena pengembangan organizasi dalam lingkup MA
rersebul maupun badan-badan peradilon di awahnya diarahban pada e
sain organisasi vang berbasiz pade pengetahvan (knowledye-boased ongmi
zatiore). dengan ojuan untuk mengubah fecit drowledge menjodi caplicd
krrowlepde. Schingga becht knowledee sebagai pengetahuan dan keterampil
an yang tersimpan dalam pikiran seorang hokim secara individual, dapal
diubah menjadi explicir knowlegde vang diungkapkan dalam bentuk pe
wigudon romusan atas bentuk suani media, Sehingga pengetahuan fep
sebut nantinya bise menjndi pengetiboan vang juga dapar dipelajaci olol
semua insan hukom, terutama untuk aparatuc peradilae maupun hakib
fukum.

Pengembangan sestem hukum menuju explicie knowdedge ini dapan b
percepat dengan penggunain dan pengaplikasian teknologi artfcal el

figence (AT} dan big data. Pengaplikasian Al untuk mengelola peage b

fukum serta pengeunaan hig dote sebagai sumber pengetahuan Bl
dapat digunaban untull membantu proses penyelenggaraan sistem oe
adilan. Pengelolaan pengetahuan hukum i dapat dimanfatkon anfsk

menjadi sumher pengetahuan hukum positif meupun menjads pengetili
an hukum vang dapal digenakan menjadi masukan bagi dasar peraliila
bukum yang akan dotang, Kegunaan lain dan pengelolaan penge g
hukum ini juga dapat diarahkan untuk memperbaili proses pengambilag
keputusan peradilan, sehingga dapat memberikan hasil putusan yong ol
akural dan independen ;

(i sini peoulis ingis memberikan konsep gagasan penciptaan B
sehagai suatu sistem pendukung untuk penvelenggaraan sistem Wiy
hilan kepummsan peradilan yang akurat dan independen. E-dudye dalam
ini mengidentifikasikan masalah yang ada, kemuodian memilib da o
vang ceckait, setclab it menentukan pendekatan vang akan digonik
pada proses pengambilan keputusan, dan melakukan evaluast e
pemilihan alternatif yang ada, sampai memberikan hasil akbir: Sicoem
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adalah alal untuk membantu proses pengambilan kepurusan di peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD
1945, dengan mengguniakan telmologi Al dan penggunaan big dato.

f-dudge adalah suate teknologi ardficial ineliigence vane memakai di-
tabase darl Big Dara yang berupa segala sumber peraturan hukum yang
Berlaku, putusan peradilan yang telah beckekvatan hukum retap yang
sudah diklasifikasikan, serta berbagai sumber literatur pendukung fain-
iya. Sebugal kecerdasan buatan, cara kerja dard £-Judge diarabkan sebagai
pistem pendukung yang mampu melakukan swakelola sistem peradilan
seperti fungst seorang halim dalam proses pengambilan kepurtusan di per-

Tugas dan fungsi hakim sebagai pemberi keputusan atas suane perka-
i, dalam Kertas Kebifakan Manaienien Pengetatinan di Sekior Peradilan dise-
mitken mulai darl memetakon duduk peckara, kemudian memetakan fukia
yong wda, memetikan perlanyaan hukum, memetakan buki dan saksi,
memetakan sumber referensi hukum, kemudian mengaplikasikan penge-
phuan tersebut dalam perkara, sehingga mampu menyelesgikan perkara
fepat pada waktunya serta dapal menjatuhkan purusan yang bijaksana.
Balam sistem B Judge akon menggunakan dorabase-nyva untuk melakekan
penvaringan dan analisis atas inp infisrmasi yang untuk memetakan du-
uk perkara dan fakta hukum yang ada: melakukan analisis aras Fakea
pang diberikan dengan melakukan perbandingan berdasarkan sumber pe-
pgetahuan yang ada dalam database-nva; melakulkan analisis delam mem-
indingkan kesesuaian alat bukri dan keterangan saksi terhadap fakta ho-
veny diberikan; memberikan pertimbangan tambahan dalam analisis
ebelum pengambilan keputusan; dan dalam tahap akhirnya memberikan
1 akhir berupa analists keputuzan peradilan,
Secara sederhana cara kerja E-Judge dapar penulis sampaikan sebagai
tikut: kemampuan penyaringan informast dari E-Judge diambil dengan
i melakukan fltrasi atou penyaringan dari kata-kata vang menjadi in-
dari perkars peradilan yang dimasukkan dalam suatu plagorm. Adapun
mpmpuan analisis EJudge dilakukan dengan cara melakukan pengaeur-
nilid bobot suatu tindakan hukum untuk dibandingkan kesesuaiannya
gan sumber pengetahuan hukum vang ada, serta membandingkan ke-
suninn falotn hukum dengan inpue informasi dari alal bukti maupun kere-
jron saksi
Pengnturan nilai bobar ime bermuan unuk memberikan suatu nilad
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abzolut dalam svale Undakon, Dalam memberikon keputussn peradilin
pertimbangan dari seorang hakim salah satunya berdasarkan pada wns
kevakinannya. Namun unsur kevakinan ini masih merupakan suam bl
vang berzifat relatif, karena Gdak dapar divkur ifainya, Unsur keyvakinan
hiza saja mempunvai kadar sepertt vakin sckali, sangat yahin, agak vakin,
sedikit yakin, kurang yakin, dan sebagainya. Unsur keyakinan ini juga
dapat dipengaruhi oleh pertimbangan hokum vang dipilil, karena berasl
dari simber hukum vang mempunyal celab untuk dilibat dalam beberaps
tafsiran. Sehingga hal ini dapat menjadi peluang terjadinya praktik-prak
tik judicial cormuprion, akibat kurang independennya seorang hakim dalom
membuar Keputusannya. Uncuk o setiap Godakon peche dibert nila biils
agar dapat membert kegelason seberapa pasti suatu kesalahan atao pe
nvimpangan hukum yvang dilakukan.
Gistem analisis F-Judge menggunakan darohase vang memberikan o
Bt penilzian suatu tndakon hulum vang terjade dengon dasar tingbal
penyimpangian tindakan tersebul dibandingkan pada sumber pengetatiisi
hukum peradilan. Contoh sederhana, kesalahan searang vang mencur s
ekor ayam diberi hobot angka kesalaban vang lebily rendab daripadis hesg

labhan secrang vang mencur satu kilogram emas berdasackan pengesaliig

lwikurm bahwa nilad kerugian pepcurian vang kedua lebib besar daripods
pencurian yang pertama. Dengan sistem pembolotan vang rectata, peiil

tuan kadar kesalahan seseceang dapat dintlal secara teculoor sebumgan (16
dak bersifat relatil lagi. Fembobotan ini juga memberikan pentlaian ving
adil karena disesuaikan dengan tinghat penyimpangan vang dilako b
berdasarkan kerentuan yang tercantum dalan sumber hukum posivil T

mikian pula proses anafisisnya dapac diperiksa kebenaran penafsivong

terhadap kesesunian dengan sumber hukum positf yang dijadikan aoo
Dalam unsur pertimbangan tambahan dimasukkan unsur vang e
beratksn atau meringankan kesalahan, penambahan ini untuk mem Bds

kan penilaian vang [ebileadil dalam keputusan, 10 sind Penolis mael
tambabion proses gabungan anelisis antara E-Judee dengan unsoe il

dari majelis hakim. Analisis majeliz hakim ini dimaksudkan Dok (80

fam proses pengambilan keputusan peradilan i, juga sudsb dopaidih
dengan wnsic-unsur kebijaksanaon, pepgalaman, intuisi dan pengsyedilin
hakim terhadap suatu perkara.

Dalem pencntuan unsur perimbangan mmbahan, sistem ey ok
secara acak tige orang bakim vang kompeten untul smesgadi mgelis |
kim secara anonmm v Desula dadom wilsvah pengodilan vang beoss
matng. Mama magelis halim vonge ditonguk sntuk memesikss peekaig =0

adilan tidak divngkapkan duly, demikian pula seluruh nama pihak vang
'I :I-p:rk.'arn. Hal ini bertujuan agar semua pihak yang berperkara {Edak
sling mengenal dan terkait sehingga menutup celah koneksi vang da-
pat menimbulkin kesempatan tetjadinga praktik judiciol corruption. Hasil
Analisis dari majelis hakim menjadi unsur tambalan pertimbangan untuk
0 tmm!'ingzln arapun memperberar tndakan hukum, Kemudian dari ha-
il analisis yang didapackan E-Tudpe diberi bobot 50% dan digabungkan
fhengan hasil analisis vang didapat dari majelis hakim vang juga diberi
Bobot 50%, sehingga memuneulkan hasil inalisis [inal.

Untuk mewujudkan proses peradilan vang bermartabat, majelis ha.
yang terlibat dalam proses pertimbangan pengambilan keputusan di-
Mrapkan dapat bertindak sesuni hode ek vang telah diretapkan, Kode
ik :J.an perilaku Takim sedunia dalam hal ing dapar dijadikan acean
L bagai pedoman bersama vang dipakai, yaitu yang dikenal demgan T
Hangaiore Principles of Judicial Conduct™. Kode etk tersehut FELECLERN T Uan-
.. N enam prinsip yang harus dijadikan pegangan bagi para hakim di du-
Wi, termasuk jugs di Indonesia agar dapat mewwjudkan sistem peradilan
ng Berkualitzs dan bermartabar. Prinsip tersebut adalah prinsip-prinsip
Mengenat independence, wnpartialivy, fnregeity, propeicty, equalite, dan com-
Paterce and dilizence,

Pada tahap akhir, E-Juder skan mengeluarkan hasil akhir berupa ke
j.i Wusan peradilan atas suatu perkara, yang merupakan keputusan murni
terubkur herdasarkan pertimbangan hukum, Sebab keputussn ini su-
s melalui proses analisis berdassrkan kehenaran sumber pengetshuan
kum yang berlaku. Hasil akhir fdudme ini menjadi suatu hasil kepuriis-
peradilan yang telah memberikan sustn nilai keadilan terukur dengan
Mlasar kepastian sumhber hukum positif yang digunakan. Dan hasil aldir ini
A memberikan nila transparansi techadap proses pengambhilan kepu-
ipon dengan membuka selurub data informasi pihak-pihak anonim yvang

kit dalam proses pembuatan keputusan lersebut,

. BJudge scbagai svatu sistem, berswal dar darabase pengetahuan
plikum dengan berdasar pada sumber hukum yang berlako sebagrai acy-
. Dalam hal i E-fudge memberikan keleluasaan untuk dapat secara
Al melakukan perubahan database pengetzhuon bukumnya jika ter-
i perubabiom, sepert penghapusan sturan hulkum amupun muncalnyg
uran hukum vang baru. Contohnys pandemi Covid-19 vang ||11:Jahirklzm
tiran hukum baru seperti PP Mo, 21 Tabiun 2020 h:nt-.'ll'lg Pembatasan
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Snsial Berskela Besar dalam Ranglka Percepatan Penanganan Coronavioe
[Meease 2009 (Covid-19), den Kepres Mo, 11 Tahun 2020 gentang Peop
Lapon Kedaricatan Eeseharan Masvarakat Cororovirus Disease 20159 [0
vid-19). Dengan demikion kelak E-Judge mampu dengan cepat membanis
agar peraturan hukum yang baru tersebut dopal segera dijadikan Expiiclf
Knowledge hagi para penegak keadilan.

i sisi lain keperiuan untuk menciptakan hukum yang akon datang
(s constituendum) dapat diambil depgan melzkokan pembaruan hubkisig
dari hasil pengembangan analisis £ dudge yang sudah ada, selain dari pe
mikiran anli hukem dengan memperhstikan perubahan vang tecjadi dn
L miasyarakat,

Tujuan E-Jwdge adalal menciprakan nilai keadilan vang beesital alie
rat dan independen, berdasarkan perimbangan sesual sumber pengetdn
am hulkum vang berlaku dalam dotobase-nya. Dalam hal ini pengetilivag
hukummya tidak dipengarthi aleh perasaan kevakinan yany berledabedeg
seperti halnva pandangan multitafsic yang dimiliki oleh hakim obkilad
adanya perbedaan sumber hukum vang diketaluinya, Selanjurnya & il
juga dapar memperluas serte memperdalam pengetahiuan hakim rentang
sualu perhars, dengan membantu mereka untuk melihal fakia mhib
argumen yvang sebelommya mungkin belum terpikirkan.

engan peleksanaannya, diharapkon E-Judge dapac membantu i nutup
mutus mata rantai praktik judicial cormuption karenn E-Judge dapar mewi
judkan proses yang akurat dan independen dalam pembuatan keputiisg
peradilan. Keadilan vang diberikan. adalah keadilan yang berdaulal (08
vergign justice) vakni keadilan yang menjadi kekuasaan rertinggl dalag
memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi paca pencan keadilg

Keputusan aklie EJudge yang berdasarkan pada analisis pertimbang
an_hukum telah melewati serangkajan proses secara saksama don sk
rahel. Hal ini pada akhirnya akan membuat pihak vang beperiara sl
menerima keputusan yang dipandang sudah lebih memberd keadilon |
=i semua pihak, Karena itu SJdudge dapat membert kemungkinan pi
hukum tidak perlu lagi dilanjutkan dengan proses banding, schingyga bl
lebih merampingkan proses peradilan dalan menangani suatu perkind

Secarn ringkas, manfaar yang dapat dicapai dengan mengguonik
E-Judme falab:

1. Memberikan keadilzn dan kepastian hukum bevdasarkan analisis
timbangan yang lebih akurar, akunabel, dan terukour.

2. Memperluas keterbatisan jangkauan pemikiran manuwsia sepenl (8
lam hal ingatan, pengetabican informast hokom, maapon e jieias

unnk meng-pdare informasi hulom vang erbar.

Memberikan sitat independen dalimm proses pengambilan keputusan.
Memberikan transparansi daliom proses pengambilan keputusan.
Menutup celah koneksi antar pihak vang rerlibac perkara peradilan
sehingga tidak dapat dimantaackan pelalo jedicial corruption.
Member: kemungkinan  perampingan proses  peradilan Karena
keputusan yang saksama sehingga bisa dipertimbangkan untuk tdak
banding.

 Kehadiran E-Judge sebagan suatu sistem pendukury dalam proses peng-
ambilan keputusan peradilan, mungkin merupakon langkah revelusioner
ang masih memeriukan kajian maupun pemikiran teknis [ebib fomjud.
Namun kemampuan ool mengombinasisan reknologi maju dan ke-
{ __rdas:m martusin vang diimplementazikan dalam B-Judee lavak untuk
diwujudkan sebagat pembarcan dalam sistesn hukom kits, Kehadiran
pengaplikasian leknologi sepesti Artificial Intelligence dan Big Do dalam
lingkup peradilan dapar menjodi fangkah maju untuk mencapai keadilan
Yang berdaular (sovereign fustice) yang menjadi impion bogi semua pencari
keadilan,

Hadimya pandermi Covid-19 telah menggugab kembali kesadaran kita
tentang hadirmya teknologi digital dalam proses pembelajaran dan penge-

I ldian pengetzhuan. Tesjadi perubahan dalam cara helajar, cora berpikir
maupun pengelolaan pengetshuan dafam bidang pendidikan mavpun bu-
um. Hal ini pun menyadarkan kitz untuk segern melangkah maju agar
bnpat mengantisipasi Revolust Indwstei 4,0 dodam bentuk kemajuan reknio-
ogl yang lebih tinggi.

Teknologi seperti Artificial intelligence maupun Big Dota tidak cukup
acar dipakai dalam pengeasaan data saja, lebih maksimal jika dapar
limplementasikan dalam proses pengelolaan pengetabuan hukom wn ik
jengambilan keputusan diari suatu perkara peradilan vang akan memu-
dahkan hakim dalam mengambil dasar hukom dalam melkukan pertim-
pingan hakim di dalam suatu putusan sehinggs dalam mengambil putus-
I Bakim akan mempunyai dasar yang dapal dipertanggungjswahkon

ntuk itu seorang hakim harus dapat memantaackan kemajinn teknulog
Ak edi bidlang hukum,

Konsep gagasan menghudickon EJudge berawal dar harapan untuk




membuat langkah maju dalam dunia hukum demi mendapatkan keadilan
vitng berdaular bagi setizp pencard keadilan, Mungkin hal mi masih mein
butuhkan wakiu dan pemikiran yang lebib Janjut agar dapat divwujodkan
Namun sekiranva harapan ini dapat diwuajudkan, tentu akan menjidi o
aly warisan (legacy) yang membawa kemaslahatan bagl generasi kita bel
ikutoya.,
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PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang dialami oleh semua negara di dunia saat ini
termasuk juga di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak dipungkiri telah
membawa dampak perubahan dalam kehidupan kita. Terjadi disrupsi dalam
banyak bidang seperti pendidikan maupun hukum, dimana terjadi perubahan
dalam cara belajar dan cara berpikir dalam prosesnya. Hal tersebut menggugah
kembali kesadaran kita akan hadirnya teknologi digital yang menjadi ciri
digitalisasi dalam Revolusi Industri 4.0.

Revolusi Industri 4.0 menimbulkan respon berupa fenomena Pendidikan
4.0 yang pada hakikatnya menciptakan kerjasama antara manusia dengan mesin
agar dapat memperoleh solusi dalam memecahkan masalah-masalah yang
dihadapi saat ini, menemukan kemungkinan pembaharuan dalam banyak bidang
yang bermanfaat untuk melakukan perbaikan dalam kehidupan manusia.l

Proses belajar mengajar yang sebelumnya bisa dilakukan secara formal
dalam metode tatap muka di dalam kelas kini semuanya harus diganti menjadi
proses belajar e-learning. Sebagaimana Lipshitz (2013) dalam bukunya “E-
Learning: 21t Century Issues and Challenges” menjelaskan bahwa E-learning adalah
“A general term used to refer to computer-enhanced learning. It is used interchangeably
in so many contexts that it is critical to be clear what one means when one speaks of ‘E-
learning’” 2

Kurikulum Pendidikan 4.0 dalam proses pembelajarannya juga sudah
harus memasukkan unsur-unsur seperti internet of things, teknologi informasi, big
data, serta internship maupun entrepreneurship. Hal ini bertujuan agar
pembelajaran yang diberikan dapat menghasilkan lulusan yang mempunyai

1 Delipiter Lase, “Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0”, Jurnal Sundermann. Vol.1
No.1, Desember 2019, him.32.

2 Audrey R. Lipshitz and Steven Parsons, 2013, E-Learning: 21st Century Issues and
Challenges, Nova Science Publishers, New York, sebagaimana dikutip dari: Putu Kussa
Laksana Utama, “E-Learning Sebagai Evolusi Proses Pembelajaran Di Era Masyarakat
Informasi”, Jurnal Penjaminan Mutu, Vol. 3 No.1, Februari 2017, hlm.6.
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keterampilan untuk mengaplikasikan aspek literasi data, aspek literasi teknologi
dan aspek literasi manusia. 3

Untuk itu pembelajaran dalam Pendidikan 4.0 membutuhkan kompetensi
atau kemampuan untuk membaca, menganalisis, serta menggunakan informasi
seperti big data. Kemampuan yang dikenal sebagai literasi data tersebut menjadi
salah satu bagian penting dalam unsur pembaruan yang harus dimiliki oleh
masyarakat, industry, maupun pemangku kebijakan. 4

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, sumber hukum di Indonesia
salah satunya adalah yurisprudensi. Dalam mencapai suatu keadilan dan
kepastian hukum, Hakim mempunyai kewenangan tersendiri dalam bentuk
diskresi atas keyakinan hakim dalam menetapkan dan memutus suatu perkara
yang sedang disidangkan. Dalam membuat putusan, Majelis Hakim harus
mempunyai acuan kerangka berpikir yang sistematik, menggunakan doktrin
maupun teori hukum yang dipakai sebagai pegangan. Sehingga dalam
penyusunan putusan tersebut diharapkan mampu mewujudkan tujuan hukum
yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.>

Sebelum mengambil suatu putusan, majelis hakim didalam putusannya,
pasti akan membuat suatu pertimbangan hukum yang merupakan dasar majelis
hakim dalam mengambil putusan setelah memperhatikan fakta persidangan.
Pertimbangan hukum yang biasa digunakan majelis hakim berisi analisis,
argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari sumber hukum yang ada di
Indonesia. Sebagaimana diatur pada Pasal 184 ayat (2) HIR dan Pasal 50 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk itu dalam
pengambilan putusan pengadilan hakim harus mengikuti aturan yang sudah diatur
dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Selain itu, hakim dalam mengambil suatu putusan, biasanya akan
melakukan tiga tahap untuk mendapatkan suatu putusan yang baik dan benar,
adapun tiga tahap tersebut adalah :

1. Tahap Konstantir
2. Tahap Kualifisir
3. Tahap Konstituir

Jika tahap konstatir, kualifisir dan konstituir diterapkan Hakim untuk
membuat putusan dengan dijadikan dasar dalam menilai pertimbangan hukum
untuk mengambil suatu putusan, dapat dipastikan akan memberikan hasil
putusan yang baik. Yaitu suatu putusan yang dapat memberikan rasa keadilan,
rasa kepastian hukum serta rasa manfaat bagi semua pihak yang berperkara.

3 Delipiter Lase, Op.cit., hIm.35.

4 Setia Pramana, "Peningkatan Literasi Data Menuju Indonesia 4.0.", Empowerment in
the Community, Vol.1 No.1, Januari 2020, hlm.37.

5 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial
Prudence), (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-3, hlm. 213.
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PERMASALAHAN

Salah satu permasalahan dalam dunia hukum yang masih menjadi sorotan
dalam masyarakat adalah keputusan hakim yang dianggap masih belum
memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara di peradilan. Hal ini
bisa terjadi karena faktor kurangnya wawasan pengetahuan hukum sebagai
akibat adanya perubahan sumber hukum, contohnya seperti penambahan
peraturan hukum baru-baru ini akibat pandemi Covid-19. Faktor berikutnya
adalah pemilihan tafsir pengetahuan hukum mana yang perlu dipakai hakim
dalam memutuskan suatu perkara.

Agar proses penegakan hukum dapat menghasilkan keputusan yang adil
berdasarkan sumber pengetahuan hukum yang tepat, peran hakim sebagai insan
hukum pelaksana untuk mengambil keputusan, harus disertai dengan
kemampuan dan kecakapan untuk melakukan analisis perkara hukum dengan
benar. Dengan demikian hakim tersebut telah memenuhi tugas pokok dan fungsi
badan peradilan, yang disebutkan untuk melaksanakan fungsi kekuasaan
kehakiman yang efektif, yakni untuk memutus sengketa maupun untuk
menyelesaikan masalah hukum dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan
yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, berdasarkan pada keagungan,
keluhuran, serta kemuliaan institusi kehakiman.6

Untuk hal ini kompetensi keilmuan bagi seorang hakim agar dapat menjadi
insan hukum yang cakap dalam proses pengambilan keputusan (decision making
process) untuk penyelesaian perkara hukum. Sehingga dalam menerapkan pola
pengambilan putusan  juga harus dikaitkan dengan penguasaan dan
pemanfaatan teknologi digital untuk menambah kemampuan dan kecakapan
mereka. Siap atau tidak siap dengan datangnya perubahan kemajuan ini, semua
pihak harus dapat beradaptasi dengan teknologi seperti Artificial Intelligence dan
penggunaan Big Data, dengan kata lain hakim hukum harus mampu menjadi
agent of change, agent of development dan agent of modernization dalam bidang
hukum.

Mengacu pada uraian di atas, permasalahan yang ingin dibahas dalam
tulisan ini adalah bagaimana cara mewujudkan konsep sistem pendukung
dalam proses pengambilan keputusan, untuk membantu membuat keputusan
peradilan yang adil dan mempunyai kepastian hukum dengan memanfaatkan
kemajuan teknologi dibidang hukum.

PEMBAHASAN

E-Judge sebagai Sistem Pendukung Dalam Proses Pengambilan Keputusan
Sistem Pendukung Keputusan dalam Wikipedia pengertiannya

merupakan sistem manajemen berbasis pengetahuan yang merupakan bagian

dari computer-based information system yang digunakan dalam mendukung proses

¢ Mahkamah Agung RI, 2010, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, Mahkamah
Agung RI, Jakarta.hlm.14-15.
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pengambilan keputusan suatu organisasi. 7 Pengambilan keputusan dalam hal ini
adalah untuk mencapai suatu tujuan, dan menurut teori etis tujuan hukum
adalah keadilan® Oleh karenanya segala usaha yang berkaitan dengan
pelaksanaan hukum harus mengarah pada sistem hukum yang dimaknai paling
cocok dan paling sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. ®

Sistem hukum mempunyai tiga unsur yaitu struktur, substansi, dan kultur
hukum. Struktur hukum merupakan pola bagaimana hukum dijalankan menurut
ketentuan formalnya oleh institusi hukum maupun aparat penegak hukum.
Sedangkan substansi merupakan norma, aturan maupun pola perilaku nyata dari
manusia yang berada dalam sistem. Sedangkan kultur/budaya hukum
merupakan pikiran sosial maupun kekuatan sosial yang menentukan bagaimana
hukum itu diterapkan, digunakan, dihindari ataupun disalahgunakan.10

Dalam kaitannya dengan sistem hukum di Indonesia, era pembaruan juga
sudah disikapi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan hadirnya “Cetak
Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.” Disebutkan dalam Cetak Biru tersebut
bahwa keberadaan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan yang
mendukung fungsi MA untuk mengadili, dilakukan dengan membuat Riset
penelitian berserta analisis yang menjadi dasar dalam pembuatan putusan. Dalam
hal ini bersumber pada data serta informasi yang terkait dengan substansi
perkara yang sedang ditangani. Sumber pengetahuan yang dimaksud berisi
segala peraturan-peraturan yang berlaku saat ini, putusan peradilan yang
berkekuatan hukum tetap serta telah diklasifikasikan, maupun sumber-sumber
literatur pendukung. 11

Lebih lanjut mengenai pengembangan organisasi dalam lingkup MA
tersebut maupun badan-badan peradilan di bawahnya diarahkan pada desain
organisasi yang berbasis pada pengetahuan (knowledge-based organization), dengan
tujuan untuk mengubah Tacit Knowledge menjadi Explicit Knowlegde. Sehingga
Tacit Knowledge sebagai pengetahuan dan ketrampilan yang tersimpan dalam
pikiran seorang hakim secara individual, dapat diubah menjadi Explicit Knowlegde
yang diungkapkan dalam bentuk perwujudan rumusan atau bentuk suatu media.
Sehingga pengetahuan tersebut nantinya bisa menjadi pengetahuan yang juga
dapat dipelajari oleh semua insan hukum, terutama untuk aparatur peradilan
maupun hakim hukum.

7 https:/ /id.wikipedia.org/wiki/Sistem_pendukung_keputusan, diakses 8 Mei
2020.

8 I Dewa Gede Atmadja, 2013, Filsafat Hukum Dimensi dan Historis, Setara, Malang,
hlm.37.

9 Fauzi Iswari, 2017, “Unsur Keadilan dalam Penegakan Hukum terhadap
Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia”, Pagaruyuang Law Journal, Vol.1
No.1, Juli 2017, hlm.131.

10 Musakkir, “Problematika Penegakan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum di
Indonesia”, 2014, Problematika Hukum & Peradilan di Indonesia, Komisi Yudisial Republik
Indonesia, Jakarta, 2014, him.141-142.

11 Mahkamah Agung RI, op.cit., hal.45.
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Pengembangan sistem hukum menuju Explicit Knowledge ini dapat
dipercepat dengan penggunaan dan pengaplikasian teknologi Al dan Big Data.
Pengaplikasian Artificial Intelligence untuk mengelola pengetahuan hukum serta
penggunaan Big Data sebagai sumber pengetahuan hukum dapat digunakan
untuk membantu proses penyelenggaraan sistem peradilan. Pengelolaan
pengetahuan hukum ini dapat dimanfaatkan untuk menjadi sumber pengetahuan
hukum positif maupun menjadi pengetahuan hukum yang dapat digunakan
menjadi masukan bagi dasar perubahan hukum yang akan datang. Kegunaan lain
dari pengelolaan pengetahuan hukum ini juga dapat diarahkan untuk
memperbaiki proses pengambilan keputusan peradilan, sehingga dapat
memberikan hasil putusan yang adil, akurat dan independen.

Disini Penulis ingin memberikan konsep gagasan penciptaan E-Judge
sebagai suatu sistem pendukung untuk penyelenggaraan sistem pengambilan
keputusan peradilan yang akurat dan independen. E-Judge dalam hal ini
mengidentifikasikan masalah yang ada, kemudian memilih data-data yang
terkait, setelah itu menentukan pendekatan yang akan digunakan pada proses
pengambilan keputusan, dan melakukan evaluasi terhadap pemilihan alternatif
yang ada, sampai memberikan hasil akhir. Sistem ini adalah alat untuk
membantu proses pengambilan keputusan di peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan
mempergunakan teknologi Artificial Intelligence dan penggunaan Big Data.

E-Judge adalah suatu teknologi Artificial Intelligence yang memakai database
dari Big Data yang berupa segala sumber peraturan hukum yang berlaku,
putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang sudah
diklasifikasikan, serta berbagai sumber literatur pendukung lainnya. Sebagai
kecerdasan buatan, cara kerja dari E-Judge diarahkan sebagai sistem pendukung
yang mampu melakukan swakelola sistem peradilan seperti fungsi seorang
hakim dalam proses pengambilan keputusan di peradilan.

Tugas dan fungsi Hakim sebagai pemberi keputusan atas suatu perkara,
dalam Kertas Kebijakan Manajemen Pengetahuan di Sektor Peradilan  disebutkan
mulai dari memetakan duduk perkara, kemudian memetakan fakta yang ada,
memetakan pertanyaan hukum, memetakan bukti dan saksi, memetakan sumber
referensi hukum, kemudian mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam
perkara, sehingga mampu menyelesaikan perkara tepat pada waktunya serta
dapat menjatuhkan putusan yang bijaksana.’> Dalam sistem E-Judge akan
menggunakan database-nya untuk melakukan penyaringan dan analisis atas input
informasi yang untuk memetakan duduk perkara dan fakta hukum yang ada;
melakukan analisis atas fakta yang diberikan dengan melakukan perbandingan
berdasarkan sumber pengetahuan yang ada dalam database-nya; melakukan
analisis dalam membandingkan kesesuaian alat bukti dan keterangan saksi

12 Tim Penyusun, et al., 2016, Kertas Kebijakan Manajemen Pengetahuan di Sektor
Peradilan, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LelP), Jakarta,
hal.14.
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terhadap fakta hukum yang diberikan, memberikan pertimbangan tambahan
dalam analisis sebelum pengambilan keputusan; dan dalam tahap akhirnya
memberikan hasil akhir berupa analisis keputusan peradilan.

Secara sederhana cara kerja E-Judge dapat Penulis sampaikan sebagai
berikut: kemampuan penyaringan informasi dari E-Judge diambil dengan cara
melakukan filtrasi atau penyaringan dari kata-kata yang menjadi input dari
perkara peradilan yang dimasukkan dalam suatu platform. Sedangkan
kemampuan analisis E-Judge dilakukan dengan cara melakukan pengaturan nilai
bobot suatu tindakan hukum untuk dibandingkan kesesuaiannya dengan sumber
pengetahuan hukum yang ada, serta membandingkan kesesuaian fakta hukum
dengan input informasi dari alat bukti maupun keterangan saksi.

Pengaturan nilai bobot ini bertujuan untuk memberikan suatu nilai absolut
dalam suatu tindakan. Dalam memberikan keputusan peradilan pertimbangan
dari seorang hakim salah satunya berdasarkan pada unsur keyakinannya. Namun
unsur keyakinan ini masih merupakan suatu hal yang bersifat relatif, karena
tidak dapat diukur nilainya. Unsur keyakinan bisa saja mempunyai kadar seperti
yakin sekali, sangat yakin, agak yakin, sedikit yakin, kurang yakin, dan
sebagainya. Unsur keyakinan ini juga dapat dipengaruhi oleh pertimbangan
hukum yang dipilih, karena berasal dari sumber hukum yang mempunyai celah
untuk dilihat dalam beberapa tafsiran. Sehingga hal ini dapat menjadi peluang
terjadinya praktek-praktek judicial corruption, akibat kurang independennya
seorang hakim dalam membuat keputusannya. Untuk itu setiap tindakan perlu
diberi nilai bobot agar dapat memberi kejelasan seberapa pasti suatu kesalahan
atau penyimpangan hukum yang dilakukan.

Sistem analisis E-Judge menggunakan database yang memberikan bobot
penilaian suatu tindakan hukum yang terjadi dengan dasar tingkat
penyimpangan tindakan tersebut dibandingkan pada sumber pengetahuan
hukum peradilan. Contoh sederhana, kesalahan seorang yang mencuri seekor
ayam diberi bobot angka kesalahan yang lebih rendah daripada kesalahan
seorang yang mencuri satu kilogram emas berdasarkan pengetahuan hukum
bahwa nilai kerugian pencurian yang kedua lebih besar daripada pencurian yang
pertama. Dengan sistem pembobotan yang tertata, penentuan kadar kesalahan
seseorang dapat dinilai secara terukur sehingga tidak bersifat relatif lagi.
Pembobotan ini juga memberikan penilaian yang adil karena disesuaikan dengan
tingkat penyimpangan yang dilakukan, berdasarkan ketentuan yang tercantum
dalam sumber hukum positif. Demikian pula proses analisisnya dapat diperiksa
kebenaran penafsirannya terhadap kesesuaian dengan sumber hukum positif
yang dijadikan acuan.

Dalam wunsur pertimbangan tambahan dimasukkan unsur yang
memberatkan atau meringankan kesalahan, penambahan ini untuk memberikan
penilaian yang lebih adil dalam keputusan. Di sini Penulis memberi tambahan
proses gabungan analisis antara E-Judge dengan unsur analisis dari majelis hakim.
Analisis majelis hakim ini dimaksudkan bahwa dalam proses pengambilan
keputusan peradilan ini, juga sudah dipadukan dengan unsur-unsur
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kebijaksanaan, pengalaman, intuisi dan pengetahuan hakim terhadap suatu
perkara.

Dalam penentuan unsur pertimbangan tambahan, sistem mengambil
secara acak 3 (tiga) orang hakim yang kompeten untuk menjadi majelis hakim
secara anonim yang berada dalam wilayah pengadilan yang berwenang. Nama
majelis hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara peradilan tidak
diungkapkan dulu, demikian pula seluruh nama pihak yang berperkara. Hal ini
bertujuan agar semua pihak yang berperkara tidak saling mengenal dan terkait
sehingga menutup celah koneksi yang dapat menimbulkan kesempatan
terjadinya praktek judicial corruption. Hasil analisis dari majelis hakim menjadi
unsur tambahan pertimbangan untuk memperingan ataupun memperberat
tindakan hukum. Kemudian dari hasil analisis yang didapatkan E-Judge diberi
bobot 50% dan digabungkan dengan hasil analisis yang didapat dari majelis
hakim yang juga diberi bobot 50%, sehingga memunculkan hasil analisis final.

Untuk mewujudkan proses peradilan yang bermartabat, majelis hakim
yang terlibat dalam proses pertimbangan pengambilan keputusan diharapkan
dapat bertindak sesuai kode etik yang telah ditetapkan. Kode etika dan perilaku
hakim sedunia dalam hal ini dapat dijadikan acuan sebagai pedoman bersama
yang dipakai, yaitu yang dikenal dengan “The Bangalore Principles of Judicial
Conduct”. Kode etik tersebut mencantumkan enam prinsip yang harus dijadikan
pegangan bagi para hakim di dunia, termasuk juga di Indonesia agar dapat
mewujudkan sistem peradilan yang berkualitas dan bermartabat. Prinsip tersebut
adalah prinsip-prinsip mengenai independence, impartiality, integrity, propriety,
equality, dan competence and diligence.13

Pada tahap akhir, E-Judge akan mengeluarkan hasil akhir berupa
keputusan peradilan atas suatu perkara, yang merupakan keputusan murni dan
terukur berdasarkan pertimbangan hukum. Sebab keputusan ini sudah melalui
proses analisis berdasarkan kebenaran sumber pengetahuan hukum yang
berlaku. Hasil akhir E-Judge ini menjadi suatu hasil keputusan peradilan yang
telah memberikan suatu nilai keadilan terukur dengan dasar kepastian sumber
hukum positif yang digunakan. Dan hasil akhir ini juga memberikan nilai
transparansi terhadap proses pengambilan keputusan dengan membuka seluruh
data informasi pihak-pihak anonim yang terkait dalam proses pembuatan
keputusan tersebut.

E-Judge sebagai suatu sistem, berawal dari database pengetahuan hukum
dengan berdasar pada sumber hukum yang berlaku sebagai acuannya. Dalam hal
ini E-judge memberikan keleluasaan untuk dapat secara cepat melakukan
perubahan database pengetahuan hukumnya jika terjadi perubahan, seperti
penghapusan aturan hukum ataupun munculnya aturan hukum yang baru.
Contohnya pandemi Covid-19 yang melahirkan aturan hukum baru seperti PP
No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka

13 Jimly Asshiddiqie, 2018, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali, Jakarta,
hal.317.
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Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan Kepres No.
11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19). Dengan demikian kelak E-Judge mampu dengan
cepat membantu agar peraturan hukum yang baru tersebut dapat segera
dijadikan Explicit Knowledge bagi para penegak keadilan.

Di sisi lain keperluan untuk menciptakan hukum yang akan datang (ius
constituendum) dapat diambil dengan melakukan pembaruan hukum dari hasil
pengembangan analisis E-Judge yang sudah ada, selain dari pemikiran ahli
hukum dengan memperhatikan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Tujuan E-Judge adalah menciptakan nilai keadilan yang bersifat akurat dan
independen, berdasarkan pertimbangan sesuai sumber pengetahuan hukum yang
berlaku dalam database-nya. Dalam hal ini pengetahuan hukumnya tidak
dipengaruhi oleh perasaan keyakinan yang berbeda-beda, seperti halnya
pandangan multi tafsir yang dimiliki oleh hakim akibat adanya perbedaan
sumber hukum yang diketahuinya. Selanjutnya E-Judge juga dapat memperluas
serta memperdalam pengetahuan hakim tentang suatu perkara, dengan
membantu mereka untuk melihat fakta maupun argumen yang sebelumnya
mungkin belum terpikirkan.

Dengan pelaksanaanya, diharapkan E-Judge dapat membantu memutus
mata rantai praktek judicial corruption karena E-Judge dapat mewujudkan proses
yang akurat dan independen dalam pembuatan keputusan peradilan. Keadilan
yang diberikan adalah keadilan yang berdaulat (Sovereign Justice) yakni keadilan
yang menjadi kekuasaan tertinggi dalam memberikan keadilan dan kepastian
hukum bagi para pencari keadilan.

Keputusan akhir E-Judge yang berdasarkan pada analisis pertimbangan
hukum telah melewati serangkaian proses secara saksama dan akuntabel. Hal ini
pada akhirnya akan membuat pihak yang berperkara dapat menerima keputusan
yang dipandang sudah lebih memberi keadilan bagi semua pihak. Karena itu E-
Judge dapat memberi kemungkinan proses hukum tidak perlu lagi dilanjutkan
dengan proses banding, sehingga bisa lebih merampingkan proses peradilan
dalam menangani suatu perkara.

Secara ringkas, manfaat yang dapat dicapai dengan menggunakan E-Judge
ialah:

1. Memberikan keadilan dan kepastian hukum berdasarkan analisis
pertimbangan yang lebih akurat, akuntabel dan terukur

2. Memperluas keterbatasan jangkauan pemikiran manusia seperti dalam hal

ingatan, pengetahuan informasi hukum, maupun kecepatan untuk meng-

update informasi hukum yang terbaru

Memberikan sifat independen dalam proses pengambilan keputusan

Memberikan transparansi dalam proses pengambilan keputusan

5. Menutup celah koneksi antar pihak yang terlibat perkara peradilan sehingga
tidak dapat dimanfaatkan pelaku judicial corruption

6. Memberi kemungkinan perampingan proses peradilan karena keputusan yang
saksama sehingga bisa dipertimbangkan untuk tidak banding.

Ll
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Kehadiran E-Judge sebagai suatu sistem pendukung dalam proses
pengambilan keputusan peradilan, mungkin merupakan langkah revolusioner
yang masih memerlukan kajian maupun pemikiran teknis lebih lanjut. Namun
kemampuan untuk mengkombinasikan teknologi maju dan kecerdasan manusia
yang diimplementasikan dalam E-Judge layak untuk diwujudkan sebagai
pembaruan dalam sistem hukum kita. Kehadiran pengaplikasian teknologi
seperti Artificial Intelligence dan Big Data dalam lingkup peradilan dapat menjadi
langkah maju untuk mencapai keadilan yang berdaulat (Sovereign Justice) yang
menjadi impian bagi semua pencari keadilan.

PENUTUP

Hadirnya pandemi Covid-19 telah menggugah kembali kesadaran kita
tentang hadirnya teknologi digital dalam proses pembelajaran dan pengelolaan
pengetahuan. Terjadi perubahan dalam cara belajar, cara berpikir maupun
pengelolaan pengetahuan dalam bidang pendidikan maupun hukum. Hal ini pun
menyadarkan kita untuk segera melangkah maju agar dapat mengantisipasi
Revolusi Industri 4.0 dalam bentuk kemajuan teknologi yang lebih tinggi.

Teknologi seperti Artificial Intelligence maupun Big Data tidak cukup
sekedar dipakai dalam penguasaan data saja, lebih maksimal jika dapat
diimplementasikan dalam proses pengelolaan pengetahuan hukum untuk
pengambilan keputusan dari suatu perkara peradilan yang akan memudahkan
hakim dalam mengambil dasar hukum dalam melakukan pertimbangan hakim
didalam suatu putusan sehingga dalam mengambil putusan, hakim akan
mempunyai dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu seorang hakim
harus dapat memanfaatkan kemajuan teknologi ini di bidang hukum.

Konsep gagasan menghadirkan E-Judge berawal dari harapan untuk
membuat langkah maju dalam dunia hukum demi mendapatkan keadilan yang
berdaulat bagi setiap pencari keadilan. Mungkin hal ini masih membutuhkan
waktu dan pemikiran yang lebih lanjut agar dapat diwujudkan. Namun sekiranya
harapan ini dapat diwujudkan, tentu akan menjadi suatu warisan (legacy) yang
membawa kemaslahatan bagi generasi kita berikutnya.
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